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LATAR BELAKANG AKSI PERUBAHAN (BURNING FLATFORM)

Pendekatan perencanaan dilakukan melalui
pendekatan Money Follow Programs.

Penguatan dilaksanakan dengan pendekatan
Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dengan

memperhatikan pada:

Tematik: fokus
Perencanaan Yang 
didetailkan sampai dengan
program prioritas

Holistik: pendekatan
menyeluruh dan 
komprehensif (hulu → hilir)

Integratif:menghubungkan/ 
mengaitkan antar program 
untuk mendukung tujuan
pembangunan

Spasial: keterkaitan fungsi
lokasi dari berbagai kegiatan
yang terintegrasi
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PERENCANAAN TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF & SPASIAL (THIS)



TUGAS POKOK dan FUNGSI 
UPTD PUSDATIN BANGDA

1. melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan
Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari
organisasi induknya (Bappeda Provinsi Lampung), 
dan pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan
serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan
dan penetapan kebijakan daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pusat 
Data dan Informasi Pembangunan Daerah
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada

masyarakat bidang perencanaan pembangunan
daerah.

b. pelaksanaan operasional tugas teknis Bappeda
terkait perencanaan pembangunan daerah; dan

c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif
ketatausahaan pada UPTD.
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MISI

MISI

MISI

MISI

05MISI

06MISI

Menciptakan KEHIDUPAN Yang Religius (agamis), Berbudaya, Aman, dan Damai

Mewujudkan GOOD GOVERNANCE untuk Meningkatkan Kualitas
dan Pemerataan Pelayanan Publik

Meningkatkan KUALITAS SDM dan Mengembangkan
Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, 
dan Kaum Difabel

Mengembangkan INFRASTRUKTUR guna
Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas
Wilayah

Membangun Kekuatan EKONOMI MASYARAKAT 
Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang 
Seimbang dengan Wilayah Perkotaan

Mewujudkan Pembangunan Daerah 
yang BERKELANJUTAN untuk
Kesejahteraan Bersama

VISI 2019-2024

RAKYAT 
LAMPUNG 
BERJAYA
Kehidupan Masyarakat yang Aman, 
Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing 
serta Sejahtera
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNTUK 

PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN (BAPPEDA) Permendagri 13 Tahun 2006



MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT AKSI PERUBAHAN
➢ MEWUJUDKAN SATU DATA SPASIAL PROVINSI LAMPUNG UNTUK KEBIJAKAN

SATU PETA (KSP)
➢ MEWUJUDKAN “GOOD GOVERNANCE” DAN MENINGKATNYA KUALITAS DAN

PELAYANAN PUBLIK.
➢ MEWUJUDKAN KETERPADUAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN DENGAN DATA YANG AKURAT, MUTAKHIR, TERPADU DAN
DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

➢ MEMINIMALISASI KONFLIK KEPENTINGAN DAN TUMPANG TINDIH LAHAN
(Note: Data Spasial memiliki unsur koordinat (batas administrasi kewilayahan, 

lokasi/titik tempat, luas, panjang) untuk perencanaan dan pembangunan serta

pelayanan publik.

MAKSUD

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK YANG
MEMILIKI SATU REFERENSI, SATU STANDAR, SATU BASIS DATA DALAM SATU
GEOPORTAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN SATU
PETA (KSP)

TUJUAN

MANFAAT MENDUKUNG MISI 2: MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK



Kondisi Saat Ini

1. Data spasial yang belum berkualitas dan 

belum berlandaskan standar dan tidak

memiliki metadata (KUGI). 

2. Data tersebar, sulit untuk mendapatkan, 

terkadang harus MoU atau PKS.

3. Sistem database sektoral yang belum

terpadu dan belum terintegrasi, sehingga

belum mencerminkan Satu Data Indonesia 

(SDI) Provinsi Lampung.

4. Data spasial yang sulit diakses sehingga

interoperabilitas belum maksimal.

5. Belum adanya pedoman/petunjuk dan/atau

serta belum seragamnya kode referensi

atau data induk (pemerintah pusat) 

StandarRegulasi

Kode Induk

DIPERLUKAN TATA KELOLA DATA YANG BAIK

KelembagaanTeknologi

TATA 

KELOLA  

DATA

PERPRES 39

TAHUN 2019

Metadata

Interoperabilitas



Keberadaan Geoportal Provinsi Lampung 
untuk menciptakan informasi geospasial

tematik yang telah memiliki satu referensi, 
satu standar, satu basis data, dan satu

geoportal sehingga tercapai kebijakan satu
peta.

http://geoportal.lampungprov.go.id





Kondisi Yang Diharapkan

Peningkatan

Kualitas dan 

Pelayanan Publik

➢ Satu Data Spasial Provinsi Lampung 
➢ Good Governance untuk Pelayanan Publik
➢ Perencanaan dan Pembangunan Berkualitas

➢ Satu Data Spasial Provinsi Lampung 
➢ Good Governance untuk Pelayanan Publik
➢ Perencanaan dan Pembangunan Berkualitas
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No Assesment BIG Tahun 2020 Saran Tindak Lanjut

1 Elemen Kebijakan
➢ Lampung telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 43 

Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung.
➢ Belum memiliki dokumen Rencana Strategis dan 

Roadmap terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Perlu dibuat Rencana Strategis dan Roadmap Penyelenggaraan Informasi
Geospasial

2 Elemen Kelembagaan
➢ Belum melaksanakan kegiatan forum koordinasi terkait 

penyelenggaraan data dan informasi geospasial secara 
berkala.

➢ Belum memiliki Kerja Sama Resmi dengan Pusat 
Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, Dalam 
Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

a. Perlu melaksanaan forum koordinasi antar unit kerja terkait 
penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara berkala.

b. Perlu memiliki Kerja Sama Resmi dengan Pusat Pengembangan 
Infrastruktur Informasi Geospasial, Dalam Penyelenggaraan Informasi 
Geospasial.

3 Elemen Teknologi
Secara umum sudah baik dari sisi perangkat lunak, perangkat 
keras dan infrastruktur.

Pemanfaatan/penggunaan data (service) dalam geoportal pada aplikasi yang 
ada (cloud pdn, server terpusat).

4 Elemen Standar
Umumnya data yang digunakan belum sesuai dengan 
standard yang sudah ada. Kelengkapan Metadata masih 
kurang.

Penerapan standar pada pembuatan data dan informasi geospasial, melakukan 
prosedur manajemen kualitas dan penjaminan kualitas serta melengkapi 
metadata disetiap data dan informasi geospasial yang dibuat.

5 Elemen Sumberdaya Manusia
Saat ini Lampung belum didukung oleh tenaga ahli dibidang 
pemetaan yang cukup.

Rekrutmen tenaga ahli yang memang fokus didalam pengelolaan dan 
penyelenggaraan Informasi geospasial baik tenaga ahli professional maupun 
dukungan tenaga ASN dengan Jabatan Fungsional tertentu (Fungsional Survei 
dan Pemetaan) dan program peningkatan kompetensi bidang IG
(pelatihan, beasiswa) dan peningkatan karir.

IDENTIFIKASI MASALAH



No Kriteria Inovasi Tindak Lanjut

1 Nilai tambah bagi
organisasi dan 
stakeholder

➢ memiliki unsur batas administrasi kewilayahan, lokasi, luas, panjang untuk
perencanaan yang berkualitas (RTRW, KLHS, kawasan hutan, kawasan peruntukan
pertambangan, kawasan pertanian, kawasan perkebunan kawasan peruntukan
industri, kawasan pertahanan keamanan, sistem jaringan prasarana jalan dan 
jembatan, SDA, sistem jaringan kelistrikan, sistem jaringan gas, kepelabuhan, alur
pelayaran, alur ikan, lokasi aset, dst).

➢ dapat diinisiasi untuk retribusi (penghasilan negara bukan pajak) atas jasa
pelayanan data dan informasi geospasial.

2 Unsur kebaharuan merupakan inovasi pelayanan data geospasial terbarukan di Provinsi Lampung untuk
Satu Data Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan Good Governace untuk
meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik sebagaimana konsep
perencanaan “THIS” (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial)

3 Replikasi menjadi solusi atas persoalan pelayanan data spasial / informasi geospasial baik
dasar (IGD) maupun tematik (IGT) di Provinsi Lampung yang mengintegrasikan data 
statistik dan keuangan.

INOVASI PELAYANAN
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No Kriteria Inovasi Tindak Lanjut

4 Penerapan secara
berkelanjutan

➢ menjadi kegiatan yang berkelanjutan dengan selalu meng-update data/informasi
geospasial untuk pelayanan data spasial/geospasial yang berkualitas, efektif, 
efisien, responsif dan adanya partisipasi aktif khususnya UPTD Pusat Data dan 
Informasi Pembangunan Daerah

➢ disusun berdasarkan tingkat kepentingan (tingkat skala) dengan berlandaskan
regulasi dan citra satelit resolusi tinggi (CSRT), sebagai dasar untuk pemberian izin
berusaha (online single submission), dan meminimalisasi tumpang tindih
pemanfaatan lahan.

5 Sesuai dengan nilai-
nilai organisasi

➢ Transformasi dari kultur budaya perencanaan berbasis data statistik dan keuangan
negara menjadi integrasi data spasial/informasi geospasial.

➢ Memiliki nilai melayani, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

INOVASI PELAYANAN



No. Jangka Pendek Waktu

1. Persiapan dan pembentukan tim kerja

• Pertemuan pra tim kerja

• Pembentukan dan pertemuan tim kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

2. Pelaksanaan

• Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial

• Focus Grup Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Data Spasial

• Sosialisasi SOP ke tim kerja

• Restandarisasi pengelolaan data dan informasi geospasial

• Rapat Koordinasi dan/atau Sosialisasi Implementasi Revitalisasi

Pengelolaan Data Spasial ke jajaran Bappeda Provinsi Lampung

• Evaluasi dan penyusunan laporan jangka pendek

50 hari kerja

10 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

35 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

MILESTONES



No. Jangka Menengah Waktu
1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2 bulan – 1 tahun

2. Rapat Koordinasi Implementasi / Peningkatan Pelayanan Pengelolaan
Data Spasial dan/atau Simpul Jaringan Informasi Geospasial, meliputi: 
Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)

3. Forum Koordinasi antar unit kerja terkait penyelenggaraan Informasi
Geospasial / Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara berkala.

4. Kerja Sama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi
Geospasial (BIG) dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

5. Pemanfaatan/penggunaan data (service) dalam aplikasi geoportal 
Provinsi Lampung (cloud, pdn).

6. Penyusunan Roadmap Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial

7. Penyusunan Renstra Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial

8. Rekrutmen tenaga ahli yang fokus dalam bidang pengelolaan dan 
penyelenggaraan Informasi geospasial (tenaga ahli profesional) 

MILESTONES

No. Jangka Panjang Waktu
1. Rekrutmen tenaga yang fokus dalam bidang pengelolaan dan penyelenggaraan 

Informasi geospasial (tenaga ahli profesional, tenag ASN, dukungan tenaga 

ASN dengan Jabatan Fungsional Survei dan Pemetaan) 

1 tahun – 5 tahun

2. Peningkatan kompetensi pegawai bidang IG



KUADRAN STAKEHOLDER

LATENTS
• Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
• Komisi IV DPRD
• Kepala Dinas / Badan / Biro se-Provinsi

Lampung

LATENTS
• Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
• Komisi IV DPRD
• Kepala Dinas / Badan / Biro se-Provinsi

Lampung

PROMOTERS
• Gubernur Lampung
• Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 
• Kepala Bappeda Provinsi Lampung 

PROMOTERS
• Gubernur Lampung
• Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 
• Kepala Bappeda Provinsi Lampung 

APATHETICS
• Perusahaan
• Media massa
• Masyarakat

APATHETICS
• Perusahaan
• Media massa
• Masyarakat

DEFENDERS
• Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
• Kabid-kabid dan Fungsional pada Bappeda

Provinsi Lampung
• Kasubbag dan Kasi pada UPTD Pusat Data dan 

Informasi Pembangunan Daerah
• Para Staf pelaksana

DEFENDERS
• Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
• Kabid-kabid dan Fungsional pada Bappeda

Provinsi Lampung
• Kasubbag dan Kasi pada UPTD Pusat Data dan 

Informasi Pembangunan Daerah
• Para Staf pelaksana

pengaruh

pengaruh

kepentingan kepentingan



TERIMAKASIH



TIMELINE

Pembangunan Portal 
Geospasial menggunakan
Aplikasi Arc GIS Enterprise 

2019 2020 2021 2022

• Pengumpulan Data Geospasial,
• Penyusunan Basis Data
• Pengembangan Dashbord
• Pelaksanaa Rakor JIGD. 

Penyusunan Pergub Satu 
Data No 43 Tahun 2020 
Provinsi Lampung, SK 
Forum Satu Data

• Penyusunan Roadmap 
• Pelaksanaan Forum Data 

Geospasial
• Peningkatan SDM.  
• SOP penyelenggaraan IG
• Pendampingan Simpul

Jaringan Kab/Kota

2017-2018

Pembangunan 
Portal Geospasial
menggunakan
Aplikasi Palapa
BIG

2015

Pergub No 38 
Tahun 2015 
Tentang JIGD



WALIDATA

Walidata dilaksanakan oleh UPTD Pusdatin
Bangda (Pasal 13 ayat 1)

Tugas :
1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan

oleh Produsen Data 
2. Menyebarluaskan data dan metadata
3. Membantu Pembina data dalam membina

produsen data

WALIDATA PENDUKUNG
Dinas Kominfo dan Statistik sebagai Walidata

Pendukung (Pasal 13 ayat 2)
Tugas :

1. Mengumpulkan data statistik sektoral yang 
disampaikan oleh produsen data

2. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan
oleh produsen data

3. Membantu Pembina data dalam membina
produsen data

PRODUSEN DATA 
Produsen Data adalah Perangkat Daerah 

(Pasal 1 ayat 28)
Tugas :

1. Menyampaikan usulan perencanaan data
2. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip

Satu Data Indonesia
3. Menyampaikan data beserta metadata 

kepada Walidata

PEMBINA DATAPEMBINA DATA

Pembina Data Geospasial
dilaksanakan Bappeda

(Pasal 12 ayat 3)
Tugas : 

1. Memberikan rekomendasi dalam proses 
perencanaan data

2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan
Satu Data Provinsi Lampung 

Pembina Data Geospasial
dilaksanakan Bappeda

(Pasal 12 ayat 3)
Tugas : 

1. Memberikan rekomendasi dalam proses 
perencanaan data

2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan
Satu Data Provinsi Lampung 

PEMBINA DATA

Pembina Data Geospasial
dilaksanakan Bappeda

(Pasal 12 ayat 3)
Tugas : 

1. Memberikan rekomendasi dalam proses 
perencanaan data

2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan
Satu Data Provinsi Lampung 



KERJASAMA JIGD PROVINSI LAMPUNG



Perangkat Keras :
• Ruang Server tersendri
• Jumlah Server : 3 unit
• Kapasitas Storage  server : 4 (empat) Terabyte
• Bandwith internet untuk data geospasial : 50 Mbps

Geoportal Provinsi Lampung : 
http://geoportal.lampungprov.go.id

Terkoneksi dg https://portal.ina-sdi.or.id/
Badan Informasi GeospasialPerangkat Lunak

berlisensi :
ArcGIS Desktop 2 unit,  ArcGIS Server 
1 unit

https://portal.ina-sdi.or.id/


Data Raster (Citra Satelit Penginderaan Jauh)

Citra SPOT 6/7, Citra Landsat 8, Citra Pleides

KATALOG DATA 
dalam bentuk SHP

(format KUGI 5)
IGD (Informasi Geospasial Dasar) :

RBI Skala 1 : 10.000, 1: 25.000, 1: 50.000 dan 1 : 250.000

IGT (Informasi Geospasial Tematik) :
RTRW, RZWP3K, KLHS, Peta di Portal KSP, Kesehatan, 

Pendidikan, Perhubungan, Pertanian, Perkebunan, ESDM.

KETERSEDIAAN DATA

KATALOG PETA DIGITAL 
DALAM BENTUK JPG

KATALOG 
PETA KSP 
(shp)

Format Penyimpanan
Database (postgreySQL)

Ketersediaan Data Geospasial Digital 

• Format data dalam bentuk
shp, feature class, mapservice, feature 

service, web map service
• Peta digital dalam bentuk JPG 



PRINSIP
SATU DATA

• Metadata geospasial mengacu pada ISO 19115:2012 
tentang informasi Geografis-Metadata (Pasal 8 ayat 5)
• Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai

metadata (Pasal 20 ayat 3)

Data dan Informasi Geospasial dikumpulkan dalam
format shapefile (shp) (Pasal 20 ayat 5)

METADATA

Struktur data geospasial mengacu pada Katalog
Unsur Geografi Indonesia (KUGI) (Pasal 7 ayat 2)

STANDAR DATA

STANDAR (METADATA GEOSPASIAL)

Dalam tahap penyusunan Standar Basis 

Data dan Metadata dibantu oleh PPIDS 

Universitas Lampung (UNILA)  dan

PURINO SIG ITERA



• SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan
formal dan di bidang informasi geospasial

• Pelatihan di bidang Informasi geospasial

• Jabatan fungsional di bidang informasi geospasial
(Surveyor Pemetaan)

• Sertifikat Profesi bidang Informasi Geospasial

KEBUTUHAN

ELEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Ketersediaan SDM Saat Ini :
1. Geografi (1orang)
2. Geodesi (2 orang)
3. IT (2 orang)
4. PWK (1 orang)
5. Komunikasi (1 orang)
6. Non IG (5 orang)
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ISU STRATEGIS



STRATEGI UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA

KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

INTERNAL EKSTERNAL



STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi

Lampung Tahun 2019 - 2024
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ALTERNATIF SOLUSI PENCAPAIAN 

TARGET KINERJA

➢ Untuk mewujudkan Visi Misi RPJMD

Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024

melalui Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan

Arah Kebijakan, dijabarkan secara rinci ke

dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

yang disertai Indikator Kinerja.

➢ Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan berpedoman pada Kepmendagri

No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

tentang Klasifikasi, Kodefikiasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah.

➢ Bappeda melaksanakan 3 Program, 15

Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan, selanjutnya

perumusan indicator kineja dan targetnya

serta pendanaan indikatif.
POHON KINERJA

(Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)


